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 Penegakan hukum di Indonesia hampir semua lembaga pengawas yang 
khusus untuk mengawasi kinerjanya, Korupsi di Indonesia bahkan sudah 
tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa dengan lahirnya Dewan 
Pengawas sebagai lembaga pengawasan check and balance terhadap kinerja 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas di  
Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Untuk mengetahui Dewan 
Pengawas dalam menerapkan fungsi check and balances kinerja Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
 Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan 
normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka dan di analisis 
dengan metode kualitatif. 
 Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa peran Dewan Pengawas di  Komisi 
Pemberantasan Korupsi berwenang memberikan izin tertulis penyadapan, 
memberikan izin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penyidikan 
untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan Penghentian penyidikan maupun 
penuntutan serta menetapkan kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan 
dalam penerapannya Dewan Pengawas melakukan tugasnya dengan tertangkapnya 
Operasi Tangkap Tangan beberapa pejabat public serta menetapkan pelanggaran 
kode etik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci : Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas.  
vi 
ABSTRACT 
Law enforcement in Indonesia, almost all supervisory institutions that 
specifically monitor their performance, corruption in Indonesia is even classified 
as an extra-ordinary crime with the establishment of the Supervisory Board as an 
check and balance monitoring agency on the performance of the Corruption 
Eradication Commission. 
This study aims: (1) To determine the role of the Supervisory Board in the 
Corruption Eradication Commission according to Law Number 19 of 2019 
concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the 
Corruption Eradication Commission. (2) To know the Supervisory Board in 
implementing the function of checks and balances on the performance of the 
Corruption Eradication Commission 
This type of research is literature, the approach used is normative, data 
collection techniques through literature study and analysis with qualitative 
methods. 
The results of this study indicate that the role of the Supervisory Board in 
the Corruption Eradication Commission has the authority to provide written 
permission for wiretapping, to grant permission to the Corruption Eradication 
Commission in the investigation process to carry out searches and seizures. And 
in its application, the Supervisory Board has carried out its duties by arresting 
several public officials and determining the violation of the code of ethics of the 
leadership of the Corruption Eradication Commission. 
Based on the results of this research, it is hoped that it will become material 
for information and input for students, academics, practitioners and all those in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 












“Kebahagiaan rakyat hendaknya menjadi Undang-Undang tertinggi” 
( Marcus Tullius Cicero) 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan satu dari beberapa negara hukum di dunia, hal 
tersebut tertuang dalam bagian pertama konstitusi, tepatnya terdapat dalam 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
(UUD NRI 1945), berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 
hukum”.Rechtstaat atau negara hukum merupakan sebuah konsep negara 
dengan segenap lapisan masyarakat dan negara dengan berbagai lembaganya 
menjunjung tinggi supremasi hukum yakni upaya untuk menciptakan jaminan 
keadilan, salah satu prinsip yang menjadi tolak ukur negara hukum yaitu 
adalah tegaknya prinsip check and balances atau saling mengawasi antar 
lembaga negara,Mekanisme checks and balancessistem demokrasi adalah 
normal dan bahkan perlu. Hal ini untuk menghindari seseorang atau suatu 
institusi menyalahgunakan kekuasaan, atau untuk menghindari pemusatan 
kekuasaan pada satu orang atau suatu institusi, karena melalui mekanisme ini 
institusi akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan saling mengisi.
1
 
Penegakan hukum di Indonesia hampir semua lembaga pengawas 
yang khusus untuk mengawasi kinerjanya masing-masing, seperti 
Pengawasan eksternal Polisi dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional 
(Kompolnas), pengawas eksternal Kejaksaan dilakukan oleh Komisi 
                                                          
1
Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka 




Kejaksaan, selain itu, mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung 
bertindak sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial bertindak sebagai 
pengawas eksternal, bertugas mengawasi perilaku hakim sesuai dengan Kode 
Etik dan Pedoman Perilaku.
2
 
Salah satu penegakan hukum yang sulit dicegah dewasa ini yaitu 
adalah tindak pidana korupsi, Korupsimerupakan suatu perbuatan yang 
mengacu pada penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan 
dan dann lain-lain) baik untuk keuntungan pribadimaupun orang lain.
3
Kata 
korupsi secara harfiah berarti kerusakan, keburukan, korupsi, ketidakjujuran, 
penyuapan, amoralitas, penyimpangan dari kesucian.
4
Pelaku korupsi atau 
biasa dikenal dengan istilah Koruptor dengan bukti permulaan yang cukup, 
dianggap menggelapkan kekuasaan dan keuangan negara, maka merupakan 
tindak pidana yang melanggar kewenangan terkait dengan tanggung jawab 
dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. 
Korupsi di Indonesia bahkan tergolong criminal luar biasa atau extra 
ordinary crime karena tidak hanya menggerogoti keuangan negara dan 
potensi ekonomi negara, tetapi juga merusak sistem sosial, budaya, etika, 
politik, dan hukum keamanan nasional.
5 
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Charlie Lumenta, Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara 
Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Crimen Volume III, Nomor 1, Januari-Maret, 2014, 
hlm.125. 
3
Https://kbbi.web.id/korupsi, Diakses 8 Desember 2020 
4
Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama,1991, hlm. 7. 
5
Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan 




Latar belakang pembentukan Komisi Pemberantasan 
Korupsimerupakan  suatu cara Untuk dapat memberantas korupsi secara 
efisien dan efektif, salah satunya melalui penerapan “sistem 
pertanggungjawaban pembuktian” dan pembentukan lembaga atau lembaga 
khusus yang independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
6
 
Tugas yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi, harus 
terbebas atau tidak terpengaruh oleh kekuatan eksekutif, kekuatan legislatif 
atau kekuasaan yudisial, yakni bekerja dengan merdeka dan independen demi 
tegaknya keadilan memberantas korupsi dengan tidak membedakan siapa 
yang akan ditangkap tidak melihat dari golongan penguasa atau 
bukan,Kesetaraan di depan hukum (Equality Before The Law) adalah salah 
satu prinsip terpenting dalam hukum modern.
7
 Sebagaimana prinsip Equality 
Before The Law yang termasuk dalam Pasal 27 ayat (1)Undang-Undang 
Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Segala warga 
Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 
Dalam hal upaya pemberantasan korupsi, berikut Komisi 
Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: 
a) berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan 
pemberantasan korupsi. 
                                                          
6
Tumbur Ompu Sunggu, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan 
Hukum di Indonesia, Yogyakarta  : Total Media, 2012, hlm.56 
7
Julita Melissa Walukow, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana 
Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Lex et Societatis, Volume 




b) melakukan supervisi terhadap lembaga yang memiliki kewenangan 
pemberantasan korupsi; 
c) melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, serta penuntutan 
terhadap kejahatan korupsi; 
d) mengambil tindakan dalam mencegah korupsi; 
e) mengawasi penyelenggara negara 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara khusus dibentuk untuk 
melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas wajib mengedepankan asas 
kepastian hukum dalam menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran 
berdasarkan ketentuan hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai berdasarkan 
kemanusiaan, keagamaan, kesopanan dan kedudukan hukum didalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kode etik profesi merupakan bentuk 
perlindungan hukum terhadap warga negara atas kinerja  Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam melakukan kewenangannya,kode etik inilah 




Sebelum Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi, 
lembaga anti rasuah ini belum memiliki lembaga pengawas seperti lembaga 
penegak hukum yang lain, tetapi hanya sebatas memiliki lembaga pengawas 
yang kedudukannya dibawah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu 
Deputi Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengaduan 
Masyarakat, hal tersebut menjadi perhatian para pembuat undang-undang, 
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karena melihat lembaga penegak hukum lain memiliki lembaga pengawas 
eksternal, melihat lembaga anti rasuah ini merupakan lembaga superbody 
yang harus diawasi kinerjanya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 Tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya 
terdapat pada pasal 37A ayat (1) juncto pasal 21 ayat (1) huruf a maka dengan 
adanya Dewan Pengawas sebagai lembaga pengawasan check and balance 
terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berketetapan 
menulis penelitian yang berjudul:TINJAUAN YURIDIS DEWAN 
PENGAWAS DALAM FUNGSI CHECK AND BALANCES KINERJA 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
B. Rumusan Masalah 
Sebagaimana latar belakang diatas maka permasalahan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran Dewan Pengawas di  Komisi Pemberantasan Korupsi 
menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 
2. Bagaimana Dewan Pengawas dalam menerapkan fungsi check and 
balanceskinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ? 




Berdasarkan kedua rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan 
yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 
1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas di  Komisi Pemberantasan 
Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
2. Untuk mengetahui Dewan Pengawas dalam  menerapkan fungsi check 
and balances kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Untuk menambah wawasan ilmu penulis dibidang hukum umum pada 
hukum tata negara 
2. Manfaat Praktis 
Untuk memberikan panduan bagi perkembangan hukum teoritis, 
terutama bagi Hukum Tata Negara mengenai peran dari Dewan Pengawas 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang terkait atau referensi primer yang 
berhubungandengan penelitian ini : 
1. Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi(The Role Of 




And Eradication)”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 19, 
Nomor 4, Desember, 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang tanggung 
jawab dan peran KPK adalah berkoordinasi dengan lembaga yang 
berwenang dalam pemberantasan korupsi; mengawasi penyidikan, 
penyidikan dan penuntutan; melakukan tindakan pencegahan; dan 
mengawasi penyelenggaraan negara. Pada saat yang sama, juga memiliki 
kekuasaan untuk mengkoordinasikan penyidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana korupsi; membentuk sistem pelaporan; 
meminta instansi terkait memberikan informasi tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi; mengadakan audiensi dengan otoritas yang 
berwenang; meminta instansi terkait untuk memberikan laporan Perilaku 
pencegahan kejahatan yang relevan.
9
Posisioning dalam penelitian ini 
adalah bahwa KPK dalam melakukan kinerja penyelidikan maupun 
penyidikan yang sebelumnya tidak ada badan yang mengawasi, 
penelitian penulis menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh 
Dewan Pengawas KPK terhadap tugas dan wewenang KPK dalam hal 
penyelidikan dan penyidikan. 
2. Mellysa Febriani Wardojo, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Sebagai Lembaga Negara”, Jurnal Hukum Legal Standing,Volume 2, 
Nomor 1, Maret, 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang Kedudukan 
KPK sebagai lembaga yang dimiliki negara yakniKPK merupakan 
                                                          
9
Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam 
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (The Role Of Corruption Eradication Commission 
(KPK) In Corruption Prevention And Eradication)” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 




independent agency, KPK adalah lembaga negara yang dibentuk atas 
perintah undang-undang dan KPK merupakan lembaga Ad Hoc yang 
berarti memiliki tugas khusus dalam menjalankan wewenangnya 
memberantas korupsi di indonesia dengan jangka waktu yang tidak 
ditentukan.
10
 Posisioning dalam penelitian ini adalah bahwa KPK dengan 
disahkannya Undang-Undang terbaru tentang KPK, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1 angka 3, KPK bukan lagi organisasi independen, 
melainkan organisasi dalam kelompok eksekutif. 
3. Ricci Tatengkeng Sindar, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi”,Jurnal 
Lex Crimen, Volume V, No. 5, Juli, 2016.Penelitian ini menjelaskan 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak melakukan 
penyadapan sesuai dengan UU KPK dan hasil penyadapan tersebut dapat 
dijadikan alat bukti untuk mengungkap tindak pidana 
korupsi
11
Posisioning penelitian ini adalah bahwa KPK dalam melakukan 
wewenang penyadapan dalam suatu kasus korupsi harus terlebih dahulu 
meminta izin penyadapan kepada Dewan Pengawas KPK. 
 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
                                                          
10
Mellysa Febriani Wardojo, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai 
Lembaga Negara” Jurnal Hukum Legal Standing, Volume 2, Nomor 1, Maret, 2018, hlm. 83. 
11
Ricci Tatengkeng Sindar, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk 
Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi”,Jurnal Lex Crimen, Volume V, No. 




Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau 
library research. Penelitian Kepustakaan adalah data dasar yang dalam 
(ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder 





2. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum 
normatif. Metode penelitian normatif merupakansuatu carauntuk 
menangani masalah dari perspektif hukum, membahas dan meninjau 




3. Sumber Data 
Sumber yang penulis teliti menggunakan sumber data sekunder 
terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun 
sumber hukumprimer yang penulis gunakan meliputi: Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 
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Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 
Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Anggota Dewan 
PengawasKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ 
Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dan 
Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Dewan 
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 
Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Dewan PengawasKomisi 
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik 
Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta bahan 




4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka/ 
dokumentasi. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan 
data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. 
Pustaka/dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, seperti putusan 
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pengadilan, dokumen resmi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan 
sosial, dan dokumen lainnya.
15
 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses yang menjelaskan secara rinci upaya 
formal untuk menemukan topik dan merumuskan hipotesis (gagasan) 
berdasarkan rekomendasi, dan upaya untuk memberikan bantuan dan 
topik untuk hipotesis.
16
Cara kualitatif, yaitu dengan cara 
menginterpresentasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat 
untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya, kemudian 
ditarik kesimpulan penelitian. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika dari penulisan ini terdiri atas 4 bagian bab sebagai 
tahapan di dalam penulisan yaitu:  
Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 
kemudian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, lalu Manfaat Penelitian, 
kemudia Tinjauan Pustaka, lalu Metode Penelitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual, deskripsi makna pada bab ini, penulis 
menjelaskan tentang makna dan gambaran umum mengenai Negara Hukum, 
Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mengenai Dewan Pengawas 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 
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Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil rumusan 
masalah tentang peran Dewan Pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi 
menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan peran Dewan Pengawas dalam  menerapkan 
fungsi check and balances kinerja KPK 







A. Tinjauan tentang Negara Hukum 
1. Pengertian Negara Hukum 
Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai 
otoritas tertinggi.
17
 Secara Etimologis, istilah dari sebuah negara terdapat 
dari bahasa Inggris (state), dari Belanda (staat), dari Italia (e’tat), dan dari 
Arab (daulah). Staat berasal dari kata Latin, status atau statum yang berarti 
menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.
18
 
Kesetaraan ini mewakili bentuk dan karakteristik pelengkap negara di satu 
sisi, dan hukum di sisi lain. Tujuan negara adalah untuk menjaga 
ketertiban hukum (rectsorde). Karena itu, negara membutuhkan undang-
undang, begitu pula sebaliknya, hukum ditegakkan oleh otoritas nasional.
19
 
Pengertian Negara Hukum Menurut A. Hamid S. Attamimi 
mengutip pernyataan Birkens yang mengatakan bahwa negara hukum 
(rechstaat) hanyalah suatu negara yang memandang hukum sebagai 
landasan kekuasaan negara, dan segala bentuk pelaksanaannya. kekuasaan 
diatur oleh aturan dibawah hukum.
20
 Di negara hukum, semuanya harus 
dilakukan sesuai dengan hukum. Jika hukum dipahami sebagai rangkaian 
peraturan tertulis yang memuat materi yang subjek hukum harus atau tidak 
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boleh muncul dalam bentuk hak dan kewajiban, maka ada syarat mutlak, 
yaitu pilar penting yang berperan untuk menegakkan hukum terkait.
21
 
Negara hukum menentukan bahwa penguasa wajib patuh kepada hukum, 
bukan hukum yang wajib patuh terhadap penguasa.
22
 
Pengertian dari pada negara hukum pada dasarnya berawal pada 
konsep maupun teori negara hukum. Pada intinya, kekuatan yang paling 
tinggi dari suatu negara adalah adanya hukum. Oleh karena itu apapun 
namanya, segala alat yang berkuasa di negara dan juga warga dari negara 
itu, harus menaati tanpa kecuali, serta mematuhi hukum.
23
 
Insan atau setiap manusia perlu dididik, menjadi warga negara yang 
baik dari negara yang bermoral, dan pada akhirnya mereka akan menjadi 
orang yang benar. Jika keadaan ini tercapai, maka akan terbentuk “rule of 
law”, karena tujuan dari negara adalah menyempurnakan rakyatnya atas 
dasar tegaknya keadilan. Oleh karena itu keadilan merupakan aturan utama 
dalam kehidupan berbangsa. Untuk membuat orang yang adil menjadi 
negara, dia harus dididik menjadi warga negara yang baik dan bermoral.
24
 
Ciri negara hukum adalah adanya sistem pembagian kekuasaan. 
Teori dari pembagian suatu kekuasaan merupakan teori dari Montesquieu 
yang terbagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan 
eksekutif dan kekuasaan kehakiman. Agar ketiga wilayah kekuasaan 
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tersebut dapat saling mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuasaan, 
maka perlu diterapkan prinsip check and balances.
25
Montesquieu pun 
mengatakan bahwa dari ketiga kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain 
dalam fungsinya dan institusi yang menjalankannya.
26
 Prinsip pemisahan 
kekuasaan (separation of powers) yang digagas Montesquieu adalah 
perwujudan dari prinsip “supremasi hukum”.
27
 
2. Konsep Negara Hukum 
Awalan pemikiran negara hukum yang maju dan modern sekarang 
ini dimulai dari hasil perenungan dua filosof besar Yunani, yaitu Plato 
(429 SM), dan Aristoteles (348 SM). Plato menaruh perhatian besar pada 
hukum dalam karyanya yang luar biasa, Nomoi, dia menunjukkan bahwa 
manajemen pemerintahan yang baik terikat oleh hukum.
28
Sementara 
Imanuel Kant secara sempit mengedepankan konsep negara hukum, yaitu 
negara melindungi hak individu, berbeda dengan kekuasaan negara yang 
diartikan bersifat mengikuti dan memiliki tugas menjaga ketertiban serta 
menciptakan masyarakat yang aman. Dalam pengertian ini, konsep dari 
negara hukum disebut nachtwakerstaat.
29
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Aristoteles, merumuskan negara hukum merupakan suatu negara 
yang hidup berdasarkan hukum yang menjamin keadilan rakyatnya.
30
 
Aristoteles juga berpendapat bahwa negara yang baik adalah negara yang 
diatur oleh konstitusi dan aturan hukum. Untuk menjadi pemerintahan 
konstitusional, tiga unsur harus diwujudkan yaitu Pertama, Pemerintah 
memberlakukannya untuk kepentingan umum Kedua, pemerintah 
menegakkannya sesuai dengan hukum sesuai dengan hal yang umum, 
bukan kesewenang-wenangan hukum yang mengesampingkan konvensi 
dan konstitusi. Ketiga, pemerintah menjalankan kekuasaannya sesuai 
dengan keinginan rakyat, bukan menegakkan pemerintahan otokrasi
31
 
Wirjono Projadikoro menggabungkan istilah negara dan hukum, 
istilah "negara hukum", mengacu pada negara di dalam wilayahnya 
meliputi: Semua perlengkapan nasional, terutama alat-alat yang digunakan 
oleh pemerintah dalam tindakan terhadap warga negara dan hubungannya 
sendiri-sendiri, dan dilarang sembarangan, tetapi wajib melihat peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan 




Sementara itu, menurut Sudargo Gautama ada tiga ciri atau unsur 
negara hukum, yaitu: kekuasaan negara atas individu dibatasi, artinya 
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negara tidak dapat mengambil tindakan sewenang-wenang, perilaku negara 
dibatasi oleh hukum, dan individu berhak memiliki negara atau rakyat 
memiliki hak untuk memerintah, lalu asas legalitas, artinya setiap 
perbuatan negara harus berdasarkan hukum yang pertama kali 
dilaksanakan, dan hukum itu juga harus ditaati oleh pemerintah atau 
instansi-instansi, dan dipisahkan oleh ketiga kekuasaan itu.
33
 
Secara sejarah serta dalam praktek, konsep dari negara hukum telah 
terlihat dalam berbagai tipe seperti rechtsstaat,rule of Law, nomokrasi 
Islam, dan beberapa konsep lain, semisal konsep negara hukum 
Pancasila.
34
 Konsep rechsstaat muncul pada abad ke-19, yang diusung 
oleh Freidrich Julius Stahl. Konsep ini mengetengahkan Unsur dari negara 
hukum yaitu melindungi hak asasi manusia, kemudian memisahkan atau 
mendistribusikan kekuasaan untuk melindungi hak-hak tersebut, kemudian 
membentuk pemerintahan yang sesuai dengan hukum positif dan terdapat 
pengadilan administratif dengan tujuan menangani perselisihan.
35
 
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Jimly Asshiddiqie juga 
meyakini bahwa saat ini terdapat dua belas prinsip dasar negara hukum 
(Rechsstaat) yang berlaku. Prinsip-prinsip utama itu ialah berbagai pilar 
yang menopang hidupnya suatu negara yang modern, dengan demikian 
benar-benar dapat disebut dengan Negara Hukum (rule of law) atau 
keberadaan (Rechsstaat). Dua belas prinsip utama yang dimaksud yaitu : 
Pertama, Supremasi hukum (Supremacy of Law) mengacu pada 




Muhammad Tahir Azhary, op.cit.hlm.63. 
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keberadaan asas supremasi hukum yang normatif dan empiris, yaitu segala 
persoalan dirampungkan secara hukum sebagai kriteria tertinggi, pada 
hakikatnya pemimpin tertinggi nasional sebenarnya adalah konstitusi, 
bukan pribadi. Kedua, Kesetaraan hukum (equality before the law), yaitu 
status siapapun insan dimata hukum serta pemerintahan adalah sederajat, 
yang diakui serta diterapkan dalam konteks norma berdasarkan 
pengalaman. Dalam kerangka prinsip ini, semua sikap dan perilaku 
diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya dianggap sebagai 
sikap dan perilaku yang dilarang, tetapi untuk tujuan mendorong dan 
mempromosikan kelompok orang tertentu atau perilaku tertentu tertentu, 
mereka sementara disebut sebagai "affirmative actions" yang berguna 
untuk sekelompok warga yang mengejar kemajuan. Ketiga, Asas legalitas 
(due process of law), yaitu semua yang dilakukan pemerintah harus 
berdasarkan hukum positif yaitu hukum yang berlaku. Peraturan 
perundang-undangan harus ada dan menjadi efektif terlebih dahulu atau 
sebelum tindakan diambil. Keempat, ada Pembatasan kekuasaan, yaitu 
setiap jenis kekuasaan mau tidak mau pasti ingin berkembang sesuka 
hati.Oleh karena itu, kekuasaan harus selalu dibatasi dengan membagi 
kekuasaan menjadi cabang-cabang dominasi dan keseimbangan. Dominasi 
dan dominasi berada pada posisi yang sama, dan mereka memeriksa dan 
menyeimbangkan dengan kontrol satu sama lain. Kelima, Lembaga 
administrasi independen yaitu untuk membatasi kewenangan administratif, 




administratif kini sedang dikembangkan menjadi independen. Oleh karena 
itu, keputusan Kepala Eksekutif untuk mengangkat dan memberhentikan 
tidak lagi menjadi hak mutlak. Keenam, Sistem peradilan yang bebas dan 
adil terkait dengan adanya sistem peradilan yang independen dan tidak 
adil, harus ada sistem peradilan dalam setiap negara hukum. Dalam 
menjalankan tugas kehakiman, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh 
siapapun karena kedudukan (politik) atau kepentingan ekonominya. 
Kalangan eksekutif atau legislatif atau masyarakat dan media massa tidak 
boleh ikut campur. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh 
berdiri di antara kebenaran dan Keadilan Ketika ada pihak di luar negara 
yang melakukan proses review terbuka dan mengambil keputusan, maka 
harus memenuhi setiap nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Ketujuh,adanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pilar utama dari 
negara hukum, karena keberadaannya harus menjamin bahwa warga 
negara tidak akan menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara karena 
adanya keputusan pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang berkuasa 
ketika mengajukan gugatan terhadap keputusan penyelenggara 
pemerintahan negara. Kedelapan, terdapat pembentukan Mahkamah 
Konstitusi didalam suatu negara sangatlah penting dalam hal upaya 
memperkuat sistem pengawasan dan keseimbangan. MK hadir untuk 
meninjau konstitusionalitas undang-undang sebagai produk badan 
legislatif dan memutus sengketa antara berbagai bentuk lembaga negara 




Perlindungan Hak Asasi Manusia, merupakan jaminan hukum yang 
menuntut pelaksanaannya melalui prosedur yang adil. Untuk 
mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, 
perlindungan hak asasi manusia di seluruh masyarakat merupakan ciri 
penting dari demokrasi dan supremasi hukum. Sejak lahir, setiap orang 
telah menikmati kebebasan dan hak serta kewajiban dasar. Kesepuluh, 
Suatu Demokrasi pada hakikatnya adalah pengadopsian dan pengamalan 
asas demokrasi atau asas kedaulatan rakyat. Asas ini menjamin turut serta 
dari rakyat dalam mengambil keutusan disuatu negara. Oleh karena itu, 
setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan dilaksanakan 
mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Intinya, setiap negara 
hukum yang merupakan negara hukum harus dijamin secara demokratis, 
sebagaimana di setiap negara demokrasi, pelaksanaannya harus dijamin 
sesuai dengan hukum. Kesebelas, alat untuk mencapai tujuan nasional, 
hukum merupakan alat untuk mencapai cita-cita bersama. Cita-cita hukum 
itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi 
(democracy) atau diwujudkan melalui konsep negara hukum (nomocracy), 
bertujuan dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat, melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia serta tumpah darah 
di Indonesia, atas dasar kebebasan abadi dan keadilan sosial Untuk 
menginspirasi kehidupan bangsa dan mewujudkan ketertiban dunia. 
Keduabelas, Adanya transparansi dan kontrol sosial berarti terdapat 




perundang-undangan dan pelaksanaannya.Oleh karena itu, kelemahan dan 
kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat 
dilengkapi dengan partisipasi rakyat untuk menjamin keadilan serta suatu 
kebenaran. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan dan advokat, 
diperlukan kontrol sosial untuk bekerja secara efektif dan efisien serta 
menjamin keadilan serta kebenaran.
36
 
Adapun unsur-unsur Negara Hukum dalam pengertian klasik, 
seperti dikemukakan oleh A.V. Dicey, yang lahir di bawah naungan sistem 
hukum Anglo-Saxon. Dicey memperkenalkan elemen negara hukum yaitu  
: Pertama, Supremasi hukum tidak memiliki kekuasaan yang sewenang-
wenang, dalam arti seseorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum. 
Kedua, persamaan kedudukan di mata hukum. Hal ini diperlakukan juga 
untuk pejabat maupun warga biasa. Ketiga, Melindungi HAM berdasarkan 
hukum (di negara lain, menurut konstitusi) dan putusan pengadilan.37 
Selanjutnya konsep Nomokrasi Islam. Konsep ini lahir dari 
lahirnya negara madinah melalui Konstitusi Madinah. Sementara itu, 
negara hukum Pancasila yang diimplementasikan di Indonesia,hal tersebut 
ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum
38
, pada prinsipnya 
bersumber pada nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila harus ditetapkan 
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sebagai landasan dan sumber utama hukum, maka negara hukum di 
Indonesia juga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila. Salah satu 
ciri utama dari Negara Hukum Pancasila adalah menjamin kebebasan 
beragama atau beragama. kebebasan. agama. Namun dalam negara hukum 
Pancasila (Pancasila), kebebasan beragama selalu berkonotasi positif, 




Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berpegang pada asas 
dan konsep Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, (1) 
asas sakral (yang menyatakan bahwa tidak boleh ada produk hukum 
nasional yang anti agama dan anti agama. Doktrin), (2) Prinsip 
kemanusiaan (yang mengatur bahwa hukum domestik harus menjamin dan 
melindungi hak asasi manusia), (3) prinsip Keseragaman dan Persatuan 
(yang mengatur bahwa hukum Indonesia harus menjadi hukum domestik 
yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan harus berperan sebagai 
negara (4) asas demokrasi (menyatakan bahwa kekuasaan harus menaati 
hukum keadilan dan demokrasi), (5) asas keadilan sosial (menyatakan 
bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan semua orang 
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B. Tinjauan tentang Korupsi 
Pengertian Korupsi, Korupsi adalah kejahatan yang digolongkan 
sebagai kejahatan khusus atau kejahatan luar biasa, Pengertian korupsi berawal 
dari bahasa latin yaitu corruption atau corruptus, serta dalam bahasa Latin 
yang kuno dipakai istilah corrumpere. Berbagai bahasa dari negara-negara 
Latin hingga Eropa, seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis: corruption; 
dan Belanda: corruptive atau korruptie, yang kemudian turun kedalam bahasa 
Indonesia menjadi korupsi. Sedangkan pengertian korupsi menurut Klitgaard, 
Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari jabatan publik di negara, yaitu 
memperoleh status atau keuntungan finansial yang berkaitan dengan individu 
(individu, keluarga dekat atau kelompok), atau melanggar kode etik yang 
terkait dengan perilaku individu.
41
 
Secara yuridis berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : 
Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sejak proklamasi 
kemerdekaan, korupsi telah menghancurkan kehidupan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia. Karena tidak pernah sepenuhnya diberantas, kejahatan 
ini terus berkembang bahkan merajalela, hingga terus menerus menghancurkan 
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kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
42
Berikut beberapa definisi yang 
menyangkut tentang korupsi, seperti:Korup yang memiliki arti lain yakni 
kebusukan. Tindakan seperti menyukai menerima uang suap atau sogok, 
menggunakan atau memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi 
maupun kepentingan kelompok, dan sebagainya.  Lalu Korupsi artinya suatu 
perbuatan yang keji dan busuk seperti digambarkan pada suatu perbuatan 
penggelapan dana publik, penerimaan suap, dll. Kemudian Koruptor adalah 
seseorang atau kelompok orang yang melakukan praktik korupsi.
43
 
Dalam arti luas, korupsi juga didefinisikan yaitu perbuatan penyelewengan 
kekuasaan resmi yang dilakukan oleh pejabat negara untuk memperkaya diri 
sendiri atau mendapat keuntungan pribadi. Korupsi dapat pula didefinisikan 
sebagai sebuah tindakan penyelewengan atau penggelapan uang baik itu berupa 
uang milik negara atau uang milik lainnya yang dilakukan untuk keuntungan 
pribadi, orang atau pihak-pihak tertentu padahal tidak memiliki hak untuk 
menguasainya.Korupsi menurut Henry Campble Black “Tindakan pemberian 
manfaat yang tidak memperhatikan hak pihak lain sebagai pejabat guna 
mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan 
jabatan atau karakternya melanggar kewajiban dan hak pihak lain”.
44
 
Bentuk-bentuk Korupsi, Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah 
tindak pidana korupsi yang beridiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-pasal 
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Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
45
 
Menurut J. Soewartojo berikut bentuk kejahatan korupsi, yaitu Pertama, 
Pungutan liar  atau pungli dikenakan atas jenis kejahatan, yaitu pencurian uang 
nasional, penghindaran pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan. 
Kedua, Jenis kejahatan ilegal yang sulit dibuktikan, termasuk komisi kredit 
bank, komisi tender proyek, biaya layanan penerbitan lisensi, promosi pangkat 
militer, biaya perjalanan, jalan, pajak perhentian pelabuhan, dll. Ketiga, 
Pungutan liar adalah salah satu penarikan uang atau sejenisnya yang dilakukan 
oleh pemerintahan daerah yaitu perpajakan yang tidak diatur sesuai dengan 
sebuag aturan dalam sebuah daerah tapi dipungut berdasarkan sebuah 
keputusan pemerintah tersebut. Keempat, Penyuapan merupakan segelintir 
oknu pemerintah memberikan suatu tawaran berupa uang kepada seseorang 
atau keluarganya dengan balasan pemberian jasa. Kelima, Pemerasan, berupa 
penguasa yang menuntut pemberian uang atau jasa lain sebagai pengganti dari 
jasa yang akan diberikan. Keenam, Pencurian adalah penyalahgunaan 
kekuasaan oleh mereka yang berkuasa dan pencurian kekayaan orang lain 
secara langsung atau tidak langsung. Ketujuh, Nepotisme artinya orang yang 
berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas kepada keluarga atau kerabatnya, 
jika dilakukan secara adil, maka orang lain juga harus memiliki atau berhak 
memperoleh kekuasaan dan fasilitas.
46 
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Menurut Syed Husein Alatas korupsi dibagi dalam beberapa kelompok 
yaitu :Pertama, ada Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah salah satu bentuk 
korupsi dan dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara penyedia dan 
penerima, kepentingan pribadi masing-masing pihak sama, dan kedua belah 
pihak secara aktif berupaya untuk mewujudkan manfaat tersebut. Kedua, 
Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah Salah satu bentuk korupsi 
dengan unsur koersif, agar tidak merugikan diri sendiri, kepentingannya, orang 
atau hal yang penting baginya. Ketiga, Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). 
Jenis korupsi ini adalah salah satu bentuk korupsi di mana teman atau kerabat 
ditugaskan secara ilegal ke kantor publik, atau mereka diberi perlakuan 
istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain dengan melanggar norma atau 
peraturan yang berlaku. Keempat, Korupsi Investif. Jenis korupsi ini 
merupakan salah satu bentuk korupsi, berupa pemberian barang atau jasa tanpa 
ada kaitan langsung dengan kepentingan tertentu, namun berharap memperoleh 
keuntungan di kemudian hari. Kelima, Korupsi Suportif (Dukungan). Suatu 
bentuk yang berupaya menciptakan suasana yang dapat bertahan, melindungi 
dan memperkuat korupsi yang sedang berlangsung. Keenam, Korupsi 
Autogenik. Korupsi ini adalah jenis perilaku korup, karena mereka memahami 
orang lain, serta berkesempatan menghadapi perilaku korup yang tidak 
dipahami orang lain dan mendapatkan keuntungannya sendiri. Ketujuh, 
Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh 
korban korupsi untuk mempertahankan diri dari pemerasan.
47
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Dampak Korupsi, Maraknya korupsi di Indonesia hingga menjadi 
tindak pidana khusus yang luar biasa (extra ordinary crime) menyebabkan 
banyak dampak negatif dikehidupan masyarakat, diantaranya yaitu : 
a. Secara makro, transfer dana publik ke kantong swasta mengurangi 
kemampuan negara untuk menyediakan hal-hal yang bermanfaat bagi 
masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian dan 
pengembangan. 
b. Dari sisi mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian pemerintah 
dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat
 48
 
Dampak lain dari korupsi dapat berupa: 1. Runtuhnya moralitas bangsa, 
moralitas, integritas dan keyakinan agama. 2. Berdampak buruk bagi 
perekonomian nasional. 3. Korupsi berkontribusi pada penurunan etika 
profesional sosial. 4. Kejadian di mana segelintir orang mengeksploitasi 




C. Tinjauan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi 
Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-
Undang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya dalam pasal 1 angka (3), 
                                                                                                                                                               
Bandung : PT Refika Aditama 2008, hlm.39 
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Komisi Pemberantasan Korupsiadalah lembaga negara dalam rumpun 
kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. 
Sebelum komisi ini lahir, beberapa komisi atau tim telah lahir 
terlebih dahulu, yaitu: a) Tim Pemberantas Korupsi berdasarkan Keppres 
Nomor 228 tahun 1967. b) Tim Komisi Empat berdasarkan Keppres 
Nomor 12 Tahun 1970, kemudian berubah nama menjadi Komite Anti 
Korupsi. c) Tim Operasi Ketertiban (Opstib) berdasarkan Inpres Nomor 9 
tahun 1977. d) Tim Pemberantas Korupsi yang dibentuk lagi pada tahun 
1982 meski Keppres yang mengatur tentang tugas dan wewenang tim ini 
tidak pernah diterbitkan. e) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara 
Negara berdiri berdasar pada kepres nomor 127 tahun1999. f) Tim 
Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdiri berdasar pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000.
50
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan komisi yang  
dibentuk untuk menangani, mengatasi dan memberantas korupsi di 
Indonesia dan dibentuk pada tahun 2002. Komisi ini didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU No.30 Tahun 2002) 
sebagai lembaga negara yang independen dan tidak terpengaruh oleh 
kekuasaan apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam 
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rangka menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi.
51
 KPK 
berdomisili di ibukota negara Indonesia serta wilayah kerja dari KPK 
meliputi seluruh wilayah negara Indonesia.
52
 
Komisi Pemberantasan Korupsi setelah disahkannya Undang-
Undang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Pengawas 
beranggotakan 5 (lima) orang, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
terdiri dari 5 (lima) orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, serta 
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan KPK kesemuannya 
ini, merupakan pejabat berlatar belakang masyarakat dan pemerintah, 
sehingga memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja Komisi 
Pemberantasan Korupsi saat melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan kepada para koruptor tetap melekat pada KPK.
53
  
Pimpinan KPK terdiri atas lima orang, satu orang menjadi ketua 
merangkap anggota dan 4 wakil ketua juga merangkap sebagai anggota, 
yang semuanya ialah pejabat dalam negara. Pimpinan atau kelima pejabat 
Komisi Pemberantasan Korupsi ditunjuk melalui panitia seleksi yang 
diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau legislator untuk dipilih dan 
setelah mekanisme itu diangkat serta dilantik oleh Presiden serta KPK 
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Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi ini melihat 
saking parahnya korupsi di Indonesia diklasifikasikan sebagai tindak 
pidana yang sangat luar biasa. Cara menangani korupsi harus luar biasa 
pula. Dalam menangani perkara korupsi, persepsi masyarakat terhadap 
kejaksaan dan kepolisian dan / atau instansi pemerintah dinilai kurang 
efektif, dan masyarakat kehilangan kepercayaan.
55
 Untuk itulah Komisi 
Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002 seakan membawa angin segar 




2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi 
a) Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai 5 (lima) tugas, 
Tugas yang pertama, berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki 
kewenangan pemberantasan delik korupsi. Kedua, melakukan 
supervisi terhadap lembaga yang memiliki kewenangan 
pemberantasan korupsi. Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi 
bertugas melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, serta 
penuntutan terhadap kejahatan korupsi. Keempat, mengambil tindakan 
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dalam mencegah korupsi. Tugas yang kelima, Komisi Pemberantasan 
Korupsi mengawasi penyelenggara negara.
57
 
b) Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi 
Saat melakukan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan 
Korupsi memiliki wewenang : Pertama, mengkoordinasikan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, 
Kedua, membuat sistem pelaporan aktivitas pemberantasan korupsi, 
Ketiga, meminta informasi lepada lembaga atau instansi terkait dalam 
hal pemberantasan korupsi, Keempat, melakukan gelar dengar 
pendapat bersama dengan lembaga pemberantasan korupsi; dan 
Kelima, meminta laporan kepada lembaga pemberantasan korupsi 
atas pencegahan tindak pidana korupsi.
58
 
KPK memiliki banyak kewenangan saat melakukan tugas 
pencegahan yaitu : Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
pendaftaran dan pemeriksaan aset pengelola negara oleh departemen, 
kementerian dan lembaga terkait. Kemudian menerima laporan dan 
menetapkan status gratifikasi. Disamping itu juga menyelenggarakan 
program pendidikan antikorupsi di setiap jaringan pendidikan. Lalu 
Merencanakan dan melaksanakan rencana sosialisasi pemberantasan 
korupsi. Selanjutnya melakukan sosialisasi antikorupsi terhadap warga 
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negara. Terakhir melakukan kerja sama antar dua negara maupun 
antar kelompok beberapa negara untuk pemberantasan korupsi.
59
 
Sementara itu, kewenangan atas tugas baru untuk memonitor 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu: Mengevaluasi 
sistem manajemen administrasi semua lembaga negara dan lembaga 
pemerintah, Kemudian berdasarkan hasil evaluasi, menasihati 
pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah untuk melakukan 
perubahan, sistem manajemen administrasi itu dapat menyebabkan 
korupsi; dan Melaporkan kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, 
dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika rekomendasi Komisi 




c) Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi 
Selain melakukan 5 (lima) tugas, Komisi Pemberantasan 
Korupsi juga memiliki beberapa kewajiban. Pertama, Memberikan 
perlindungan bagi saksi yang menyampaikan laporan atau 
memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi. 
Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang 
membutuhkan atau memberikan bantuan untuk mendapatkan data lain 
terkait hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang telah mereka 
tangani. Ketiga, menyiapkan susunan laporan tahunan dan juga 
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melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. 
Keempat, menegakkan sumpah jabatan. Kelima, menjalankan tugas, 
tanggung jawab, dan kewenangannya sesuai dengan prinsip yang 
tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 61
 
D. Tinjauan tentang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 
1. Sejarah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 
Dewan Pengawas terdiri dari dua kata, yaitu dewan dan pengawas, 
arti kata “Dewan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 
adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang 
pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya 
dengan jalan berunding.
62
 Sedangkan arti kata “Pengawas” menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang mengawasi.
63
 
Pengertian Dewan Pengawas KPK menurut Pasal 1 Angka 2 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 
Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut “Dewan 
Pengawas adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas 
dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi”. 
Keberadaan atau munculnya Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi didalam Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
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2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan 
Pro-Kontra dikalangan baik dikalangan masyarakat awam maupun pakar 
hukum. Prof. Mahfud MD yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara 
sekaligus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau biasa 
disebut Menkopolhukam memberikan pandangannya terkait pembentukan 
Dewas KPK, kata beliau KPK memang harus diawasi karena terkadang 




Pendapat serupa juga dikemukakan Pakar Hukum Pidana sekaligus 
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Prof. 
Romli Atmasasmita yang menyatakan keberadaan Dewan Pengawas mesti 
dituangkan dalam RUU KPK, dan Dewan Pengawas penting untuk 
melakukan check and balance.
65
 Lain halnya dengan pendapat Guru Besar 
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof.Andi Hamzah Keberadaan 
dewan pengawas. Menurut Andi, KPK tidak membutuhkan dewan 
pengawas karena keberadaan lembaga baru akan menambah panjang 
birokrasi. Selain itu, hal ini akan menambah anggaran nasional ketika 
pemerintah melakukan penghematan, hal lainnya adalah kebutuhan untuk 
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membeli fasilitas perkantoran baru.
66
 Begitu pula pendapat masyarakat yang 
kontra terhadap kebeadaan Dewan Pengawas yang diwakili kelompok 
demonstran Mahasiswa, yang dalam proses politiknya memantik penolakan 
publik dan demonstrasi berujung kekerasan aparat.
67
 
Hingga pada akhirnya rencana revisi Undang-Undang KPK 
tersebut disahkan dan Dewan Pengawas pun lahir dan terbentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewan Pengawas dipilih oleh 
Presiden sehingga Presiden memiliki hak prerogatif di dalam memilih 
anggota-anggota dari Dewan Pengawas itu sendiri.
68
 
2. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 
Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang KPK, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri dari 69 :Dewan Pengawas dengan 
jumlah 5 (lima) orang, Pimpinan KPK yang berjumlah 5 (lima) orang yang 
merangkap Anggota KPK, serta Pegawai dari KPK. 
Dewan pengawas lahir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002. Pasal 37A ayat (1), untuk menjadi pengawas tugas dan 
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wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuklah Dewan Pengawas 
sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf A
70
 
Indonesia dalam hal ini merupakan negara hukum, tentunya dalam 
rangka pengangkatan suatu lembaga terdapat mekanisme tersendiri 
berdasarkan aturan yang sah, dalam hal tata cara pengangkatan Dewan 
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi,adapun mekanismenya diatur 
pada Pasal 37E UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 
Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan bahwa :
71
 
1. Ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 37A 
diangkat dan ditetapkan oleh Presiden RI. 
2. Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai 
dengan ayat (1), Presiden Republik Indonesia menetapkan  panitia 
seleksi. 
3. Panitia seleksi merupakan gabungan dari unsur Pemerintah Pusat dan 
masyarakat. 
4. Panitia seleksi sesuai dengan ayat (3) membuka pendaftaran calon. 
5. Pendaftaran dilaksanakan dengan waktu 14 (empat belas) hari kerja. 
6. Panitia seleksi memberikan informasi kepada masyarakat untuk 
mendapat respon  nama calon yang mendaftar. 
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7. Tanggapan tersebut diberikan ke panitia seleksi paling lama 30 (tig 
puluh) hari sejak tanggal diumumkan. 
8. Panitia seleksi memilih nama calon disampaikan kepada Presiden RI. 
9. Jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden RI 
memberikan nama calon kepada DPR RI untuk berkonsultasi. 
10. Presiden RI menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas tempo 
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah 
berkonsultasi dengan DPR RI selesai dilakukan.  
Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan wewenang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 37B Ayat (1) membentuk oleh Organ 
Pelaksana yang diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya bernama Sekretariat 
Dewan Pengawas KPK. 
Pembentukan Dewan Pengawas KPK ini sebagai salah satu bentuk 
usaha meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang KPK dengan 
instrument check and balances. Salah satu yang dibahas adalah tentang 




dengan adanya Dewan Pengawas ini sehingga wewenang KPK yang 
begitu luas bisa diawasi dan tidakterjadi penyalahgunaan wewenang.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peran Dewan Pengawas Di Komisi Pemberantasan Korupsimenurut 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
Tanggal 17 bulan Oktober tahun 2019 lalu resmi Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 sebagai aturan yang merubah 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi telah disahkan oleh Pelaksana Tugas Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) setelah melalui perdebatan baik 
dikalangan akademisi maupun dikalangan masyarakat umum mengenai pro-
kontra mengenai anggapan bahwa revisi undang-undang KPK ini jika 
disahkan akan melemahkan lembaga anti rasuah yang menjadi tonggak utama 
pemberantasan salah satu extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa di 
Indonesia yakni korupsi. Pandangan masyarakat pada dewan pengawas ini 
mungkin benar atau sangat salah. Menyikapi kontroversi tersebut, perlu 
memperhatikan keadaan dewan pengawas KPK. Status Dewan Pengawas 
KPK terlihat dari revisi UU KPK.
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Salah satu tujuan didalam revisi undang-undang ini adalah upaya untuk 
menguatkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan 
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dibentuknya lembaga pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
disebut Dewan Pengawas. Pemerintah melalui Staf Khusus Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, Agus Hariadi saat menyampaikan keterangan dalam 
sidang lanjutan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
KPK di Mahkamah Konstitusi,Agus mengatakan, “pembentukan Dewan 
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi selain berdasar pada ketentuan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga 
merujuk pada ketentuan Konvensi United Nations Convention Against 
Corruption (UNCAC) 2003”. Pada Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 
dijelaskan bahwa negara dapat membentuk badan yang dapat dimaknai 
sebagai kelembagaan dalam organ pemberantasan korupsi sesuai yang 
diperlukan. Penambahan Dewan Pengawas pada organ pemberantasan 
korupsi secara yuridis dinilai tidak bertentangan dengan kaidah hukum 
antikorupsi. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari kewajiban negara 
mengevaluasi dan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
74
Keberadaan 
dewan pengawas juga merupakan suatupenguraiandalam Praktik pengawasan 




Dewan Pengawas KPK memiliki beberapa tugas dan wewenang, hal 
tersebut berdasarkan perubahan Undang-Undang KPK, tugas daripada Dewan 
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Pengawas yaitu : Pertama, menjadi pengawas dalam rangka KPK 
menjalankan tugas dan wewenangnya. Kedua, memberikan izin atau tidak 
memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Ketiga, 
menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantasar Korupsi. Keempat, menerima dan menindaklanjuti laporan 
masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran ketentuan 
undang-undang ini oleh pimpinan maupun pegawai KPK. Kelima, 
memeriksa dugaan kode etik dengan melakukan siding terhadap pimpinan 




Presiden Joko Widodo resmi melantik kelima Anggota Dewan 
Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/P tahun 2019 tentang 
pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2019-2023. 
Adapun kelima anggota Dewan Pengawas yang telah ditunjuk Jokowi 
tersebut yakni mantan pimpinan KPK jilid I Tumpak Hatorangan Panggabean 
sebagai ketua.Sedangkan di posisi sebagai anggota, ada Wakil Ketua 
Pengadilan Tinggi Kupang NTT Albertina Ho, mantan Hakim Agung di 
Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, mantan Wakil Ketua Mahkamah 




                                                          
76
Olivia Umar, op.cit,.hlm 1759-1760 
77
Dessy Suciati Saputri, Jokowi Lantik Lima Dewas 
KPK,Https://nasional.republika.co.id/berita/q2swyg384/jokowi-lantik-lima-dewas-kpk, 





Adapun penjabaran peran Dewan Pengawas sebagai mana tertera diatas, 
memiliki berbagai aspek dalam menjalankannya: 
a. Pemberian izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, 
Penggeledahan dan Penyitaan 
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini 
sebagaimana tertera dalam Pasal 37B Ayat (1) huruf B, berwenang 
memberikan izin tertulis penyadapan dalam rangka  Komisi 
Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas sebagamaina diatur pasal 
12B Ayat (3) penyelidikan dan penyidikan 1 ( satu) hari terhitung sejak 
permintaan yang diajukan pimpinan KPK meminta izin berbentuk tertulis 
kepada Dewan Pengawas.  
Izin penyadapan yang diberikan Dewan Pengawas KPK 
berdasarkan Pasal 12B ayat (4) tersebut dengan tempo paling lambat 6 
(enam) bulan sejak izin tertulis diterima dan bisa diperbaharui 1 (satu) 
kali untuk jangka waktu yang sama. Dewan Pengawas KPK juga harus 
mendapatkan pertanggungjawaban dari Penyelidik maupun Penyidik 
dengan tempo paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Penyadapan 
selesai dilakukan berdasarkan pasal 12C ayat (2). 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penyidikan, penyidik 
dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan tentunya atas izin tertulis 
dari Dewan Pengawas. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), 
Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan 




puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Artinya dalam 
melaksanakan penggeledahan maupun penyitaan wajib memperoleh izin 
tertulis dari Dewan Pengawas. 
b. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Wajib 
mendapatkan Laporan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan 
Penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dilaporkan kepada Dewan 
Pengawas, sebagaimana tertera dalam Pasal 40 ayat (2) Penghentian 
penyidikan dan penuntutan wajib dilaporkan kepada Dewan Pengawas 
dengan tempo 7 (tujuh) hari setelah perintah penghentian penyidikan dan 
penuntutan dikeluarkan. 
c. Menyusun , Menetapkan, Menerima laporan dari masyarakat dan 
Menyelenggarakan sidang memeriksa adanya dugaan pelanggaran 
kode etik oleh Pimpinan maupun Pegawai Komisi Pemberantasan 
Korupsi 
Dewan Pengawas dalam rangka menjalankan tugas menyusun dan 
menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan 
Korupsi, mengeluarkan dua peraturan internal, yang pertama Peraturan 
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 
Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 




Dewan Pengawas (PERDEWAS) ini mengatur panduan etis berupa kode 
etik dan pedoman perilaku untuk mengarahkan elan spiritualitas, 
motivasi, sikap, dan perilaku seluruh Insan Komisi, sehingga menjadi 
komitmen dan tanggung jawab bersama yang mengakar dalam sanubari, 
menghunjam pada kesadaran, serta mewujud dalam tata sikap dan 
perilaku. 
Adapun dalam menjalankan tugas menerima laporan atau aduan 
masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan 
dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran 
ketentuandalam undang-undang, Dewan Pengawas membentuk organ 
pelaksana pengawas yang selanjutnya dalam Peraturan PresidenRepublik 
IndonesiaNomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan 
PengawasKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini disebut 
dengan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, 
yang bertugas menyiapkan fasilitas penerimaan laporan atau pengaduan 
masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik baik yang 
dilakukan Pimpinan maupun Pegawai KPK. 
Secara khusus Dewan Pengawas KPK mengeluarkan aturan tentang 
persidangan dugaan kode etik dengan mengeluarkan Peraturan Dewan 
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan 
Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan 




mengenai mekanisme sidang, baik penunjukkan majelis, pembuktian 
dugaan kode etik atau pelanggaran, putusan serta hal lain yang 
berhubungan dengan sidang kode etik. 
d. Melakukan Evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
Pasal 37B Ayat (1) Huruf fUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur 
tentang tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 
melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Evaluasi yang dilakukan Dewan Pengawas 
bersama dengan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan 
dengan rutin yakni sekali setahun. 
Revisi dari pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejatinya menunjukkan 
justru melemahkan dari pada lembaga KPK itu sendiri, sebelum undang-
undang ini di revisi kedudukan dari KPK adalah lembaga yang 
independen, dimana lembaga independen merupakan lembaga yang 
terbebas serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan apapun, baik itu 
eksekutif, legislatif atau yudikatif. Tetapi dengan revisinya undang-
undang KPK tersebut membuat kedudukan KPK menjadi lembaga 




KPK tersebut, yang artinya Komisi Pemberantasan Korupsi bukan lagi 
menjadi lembaga yang terbebas dari kekuasaan manapun dalam rangka 
memberantas korupsi melainkan lembaga yang dibawah kekuasaan dan 
bertanggung jawab dibawah Presiden Republik Indonesia sebagai 
pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini ada upaya yang justru 
melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi karena kehilangan 
indepensinya.   
 
B. Dewan Pengawas dalam Menerapkan Fungsi Check And Balances 
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 
a) Pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dalam 
kasus Operasi Tangkap Tangan OTT Komisi Pemberantasan 
Korupsi 
Sebelum berlakunya Revisi Undang-Undang KPK, Komisi 
Pemberantasan Korupsi berwenang secara indepen baik melakukan 
penyadapan, penggeledahan maupun penyitaan terhadap dugaan kasus 
yang berhubungan dengan delik korupsi. Setelah resmi disahkan menjadi 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, tepatnya diatur pada Pasal 37B Ayat (1) Huruf 
B, kini wewenang tersebut tidak serta merta langsung dapat dilakukan 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hal tersebut dikarenakan wewenang 




Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka fungsi check and balances 
atau fungsi pengawasan dan keseimbangan penegakan hukum khususnya 
pemberantasan korupsi yang tidak semena-mena. 
Peran yang diberikan Dewan Pengawas memberikan izin secara 
tertulis baik penyadapan,penggeledahan maupun penyitaan sejauh ini 
terbukti efektif dengan adanya OTT atau Operasi Tangkap Tangan  yang 
dilakukan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tentunya wajib 
menggunakan mekanisme penyadapan agar mengetahui percakapan 
maupun transaksi yang diduga merupakan tindak pidana korupsi, berikut 
ini daftar Operasi Tangkap Tangan dan juga mekanisme penggeledahan 
serta penyitaan setelah Dewan Pengawas memberikan izin tertulis. 
Berikut merupakan kasus OTT Tahun 2020 terhadap Pejabat yang 




a) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditangkap di kantornya di Sidoarjo pada 
7 Januari 2020, dan total dana untuk acara tersebut mencapai Rp. 
1,81 miliar telah disita oleh banyak pihak. Grup swasta Ibnu bersama 
Saiful memenangkan lelang proyek Jalan Candi Prasung seharga Rp 
21,5 miliar. Antara Agustus hingga September 2019, beberapa 
perusahaan Ibnu memenangkan berbagai proyek senilai Rp 13,4 
miliar, Rp17,5 miliar, dan Rp5,5 miliar. Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih. 
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Kemudian, Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Raya 
dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidorjo Judy Tetrajastoto 
(Kabupaten Sidiarjo), serta Kepala Dinas Pengadaan Sanadjihitu 
Sangadji dan dua suap, Yaitu dua pihak swasta bernama Ibnu 
Ghopur dan Totok Sumedi. 
b) Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka 
pada 9 Januari 2020 setelah ditangkap pada 8 Januari. Dalam kasus 
suap terkait kasus suap, Partai Revolusi Rakyat menunjuk Vayu 
Setiawan, komisioner Panitia Pemilihan, sebagai tersangka. Anggota 
DPR terpilih antara 2019 dan 2024. Dalam kasus ini, dua tersangka 
lainnya, yakni Agustiani Tio Fridelina, mantan anggota Bawasloo, 
dan pihak swasta bernama Saeful. Pada saat yang sama, tim tersebut 
memperoleh sekitar 400 juta dolar Singapura dalam dolar Singapura 
dan rekening yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Kasus 
tersebut juga menyeret nama Harun Masiku, politisi PDI Perjuangan 
yang masih buron. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka 
bersama OTT Wahyu Setiawan. Diduga Harun Masiku adalah pihak 
yang menyumbangkan uang kepada Wahyu Setiawan untuk 
membantunya menjadi legislator melalui mekanisme pergantian 
sementara. Tetapi Masiku harus tetap menjadi buronan karena dia 
belum ditemukan dan ditangkap. 
c) Bupati Kutai Timur Isman Nandabus dan istrinya Enncek UR 




kasus suap proyek infrastruktur, serta tiga kantor Pemerintah 
Kabupaten Kutai Timur Penanggung jawabnya adalah Musyaffa 
(Kepala Dinas). Biro Pajak Daerah, Suriansyah (Kepala Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah) dan Aswandini (Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum). Di saat yang sama, diduga ada dua mitra proyek 
yang menerima suap, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto. 
Penangkapan ini, penyidik KPK menyita Rp 170 juta, beberapa buku 
tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp 
1,2 miliar. 
d) Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan ditangkap 
KPK melalui OTT. Ia diduga menerima hadiah atau janji terkait 
perizinan ekspor benur lobster, pengelolaan usaha atau perikanan 
atau komoditas serupa lainnya pada tahun 2020. Ketujuh tersangka 
tersebut adalah Edhy Menteri Kelautan dan Perikanan, staf Edhy, 
Safri, dan Andreau Pribadi Misata serta manajemen PT Aero Citra 
Kargo Siswadi. Kemudian ada istri Menteri Kelautan dan Perikanan 
Ainul Faqih (Ainul Faqih), Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito 
dan pihak swasta bernama Amiril Mukminin. Sementara itu, 
beberapa bukti yang diberikan oleh Edhy dan rombongannya antara 
lain mobil balap Specialized S-Works, jam tangan Rolex, jam tangan 





e) Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ditangkap tanggal 3 Desember 
2020. Sebanyak 16 orang diamankan dalam OTT KPK tersebut. Ia 
ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan 
barang/jasa di Pemkab Banggai Laut. 6 orang ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK. OTT kali ini, KPK menyita beberappa barang, 
salah satunya uang dengan jumlah kurang lebih Rp 2 miliar yang 
dikemas didalam sebuah kardus.  Kemudian, buku rekening bank, 
header cek dan beberapa dokumen proyek juga ditemukan. 
f) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bantuan Sosial PPK 
Kementerian Sosial diduga menerima hadiah dari pemasok PBJ 
Bansos Kementerian Sosial. Dalam menangani pandemi Covid-19, 
PKP yang disita dari penangkapan ini menemukan uang dalam 
denominasi rupee dan valuta asing. Total nilai masing-masing sekitar 
Rp 11,9 miliar, sekitar US$ 171.085 (setara Rp 2,42 miliar) dan 
sekitar S$ 23.000 (setara Rp 243 juta). Dalam kasus ini, nama 
Menteri Sosial Julia Batubara terseret sebagai tersangka diduga 
menerima suap. 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi merupakan tindak lanjut dari penyadapan yang 
dilakukan atas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 




tertulis Dewan Pengawas dengan tata caranya diatur dalam Standar 
Operasional Prosedur (SOP) internal KPK, OTT berdasar pada Pasal 1 
Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana)juncto Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana),OTT dilakukan terhadap seseorang yang diduga 
melakukan delik dalam hal ini korupsi yang selanjutnya ditangkap dan 
diperiksa selama waktu paling lama 1 X 24 jam harus sudah ada 
penetapan seorang itu apakah dapat dijadikan tersangka atau dilepaskan, 
dapat dijadikan tersangka jika memenuhi bukti permulaan yang cukup, 
yaitu 2 alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan hasil penyadapan 
dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap terjadinya tindak 
pidana korupsi. Dalam hal ini, hasil penyadapan dapat digunakan sebagai 
alat bukti petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 26A Undang-
Undang Nomor 16. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. alat bukti 
hasil penyadapan sangat kuat dan beralasan, karena hasil penyadapan 
merupakan perluasan alat bukti petunjuk, dan alat bukti tersebut 
merupakan salah satu alat bukti yang ditentukan dalam  Pasal 184 Ayat 




Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 
Hasil penyadapan berupa rekaman audio juga dapat digunakan sebagai 
alat bukti surat karena merupakan dokumen elektronik. Pembuktian hasil 
penyadapan dalam bentuk rekaman audio sesuai dengan standar alat 
bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1)Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta 
memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan legal.
79
 
Melihat kasus Operasi Tangkap Tangan diatas menunjukkan bahwa 
fungsi check and balances oleh Dewan Pengawas terhadap kinerja 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pemberian izin Penyadapan, 
Penggeledahan dan Penyitaan secara tertulis sebagai tugas yang diatur 
dalam Pasal 37B Ayat (1) Huruf BUndang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah 
relatif terbukti dan menjawab keraguan publik, meskipun masih terdapat 
kasus yang belum terselesaikan, hal ini dikomentari Kurnia Ramadhana 
peneliti ICW atau Indonesia Corruption Watch beliau mengatakan, ICW 
dalam kesempatan ini mengingatkan kepada KPK untuk tidak larut dalam 
euforia penangkapan ini. Sebab, di waktu yang sama, buronan kasus 
korupsi Harun Masiku masih belum mampu diringkus oleh KPK.
80 
                                                          
79
Ricci Tatengkeng Sindar, loc.cit. 
80
CNN Indonesia, ICW Ingatkan KPK: Level Menteri Ditangkap, Harun Masiku 
Tidak,Https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201127094425-12-575184/icw-ingatkan-





b) Fungsi Check and Balances dalam menetapkan Pelanggaran Kode 
Etik Komisi Pemberantasan Korupsi 
Peran dalam hal ini tugas yang diemban Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi tentang penegakan kode etik sebagai pengawas 
internal terhadap baik Pimpinan maupun pegawai Komisi Pemberantasan 
Korupsi diatur dalam Pasal 37B Ayat (1) Huruf D dan E Undang-Undang 
KPK, yakni  menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat atas 
dugaan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran dari yang tercantum 
dalam undang-undang tersebut oleh pimpinan maupun pegawai KPK dan 
menggelar sidang dalam rangka pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran 
kode etik oleh pimpinan maupun pegawai KPK.  
Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang kasus beberapa kasus 
pelanggaran kode etik dengan mekanisme sesuai aturan internal berupa 
Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik 
Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan 
Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi 
Pemberantasan Korupsi, berikut beberapa kasus yang dimaksud : 
a) Kasus Pelanggaran Kode Etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
Firli Bahuri terkaitmudik menggunakan sarana helikopter milik 
perusahaan swasta dengan kode PK-JTO berkategori mewah 
(helimousine) , Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memutuskan bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 




hidup mewah. Hal tersebut diputuskan Dewas KPK dalam sidang 
etik yang berlangsung secara daring, dalam hal ini Ketua KPK 
dianggap tidak mengindahkan kewajiban menyadari sepenuhnya 
bahwa semua sikap dan perilakunya melekat pada dirinya sebagai 
anggota komisi, dan menunjukkan keteladanan dalam perilaku dan 
perilakunya sehari-hari. yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf N 
Dan Pasal 8 Ayat 1 Huruf F Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 
Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Majelis Tumpak H 
Pangabean memutuskan menghukum Firli dengan sanksi ringan 
berupa teguran tertulis 2 yaitu agar ia tidak mengulangi 
pelanggarannya dan supaya sebagai ketua KPK selalu menjaga sikap 
serta etika dengan patuh atas larangan dan kewajiban yang terdapat 
pada kode etik dan pedoman perilaku lembaga Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Keputusan tersebut ditentukan pada rapat 
majelis Rabu, 9 September tahun 2020 oleh Tumpak H Pangabean 
selaku ketua majelis, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris selaku 
anggota yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk 
umum pada hari ini Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Tumpak 
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b) Pelanggaran Kode Etik Terhadap Ketua Wadah Pegawai (WP)  KPK 
Yudi Purnomo terkait Pemberitaan Kompol Rosa Purba Bekti, 
Dalam kasus ini, Dewas KPK menyatakan Yudi Purnomo bersalah 
melanggar kode etik terkait pemberitaan soal penarikan kembali 
penyidik KPK Kompol Rosa Purba Bekti ke instansi asalnya yaitu 
Polri. Yudi sebagai Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK dikenai sanksi 
teguran tertulis.Dewas memutuskan Yudi melanggar kode etik 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 
2020 Pasal 4 ayat 1 huruf O dan C. Dewas menyatakan informasi 
yang dibuat oleh Yudi terkait Kompol Rosa bersifat tendensius dan 
memojokan pimpinan KPK.Ketua Majelis Tumpak H Pangabean 
memutuskan menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa 
teguran tertulis 1 yaitu agar terperiksa tidak mengulangi 
perbuatannya dan agar terperiksa sebagai Ketua Wadah Pegawai 
KPK selalu menjalin komunikasi yang kondusif dengan pimpinan 
KPK dalam menyalurkan aspirasi pegawai sesuai pembentukan 
Wadah Pegawai KPK yang tertuang dalam anggaran dasar 
pembentukan Wadah Pegawai KPK.
82
 
c) Pelanggaran kode etik Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK 
Aprizal, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) 
menyatakan, Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal 
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terbukti melanggar kode etik terkait operasi tangkat tangan terhadap 
pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dewan Pengawas KPK 
menganggap perbuatan Aprizal telah membuat keadaan kerja yang 
kurang kondusif serta harmonis karena telah melakukan kegiatan 
OTT yang dinilai tanpa koordinasi. Ketua Majelis Tumpak H 
Pangabean menyatakan,Aprizal bersalah melakukan pelanggaran 
kode etik dan pedoman perilaku “sinergi”, melakukan perbuatan 
yang menimbulkan keadaan kerja yang kurang kondusif serta 
harmonis yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 huruf a Perdewas Nomor 
2/2020 tentang Penegakan Kode Etik dan pedoman perilaku KPK, 
Aprizal dihukum dengan sanksi ringan berupa teguran lisan, yaitu 
agar ia tidak mengulangi pelanggarannya selalu menjaga sikap serta 
etika dengan patuh atas larangan dan kewajiban yang terdapat pada 
kode etik dan pedoman perilaku lembaga KPK.
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Penerapan peran dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 
diatas dalam hal ini penegakan kode etik terhadap baik pimpinan maupun 
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti relatif baik dalam 
menjalankan tugasnya meskipun dalam hal ini hanya menghukum secara 
administrative yang hanya memberikan sanksi berupa teguran baik secara 
tertulis maupun secara lisan terhadap pimpinan maupun pegawai Komisi 
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Pemberantasan Korupsi yang terbukti bersalah melanggar kode etik, 
sebaiknya dan seharusnya dalam penegakan kode etik pimpinan maupun 
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas melakukan 
revisi terhadap Peraturan Dewan Pengawas dalam hal sanksi yang 
diberikan terhadap pimpinan maupun pegawai Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang melanggar kode etik, yaitu baik berupa pemecatan atau 
pemberhentian secara tidak hormat kepada pimpinan maupun pegawai 









 Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam 
bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:  
1. Peran Dewan Pengawas di KPK dalam hal ini sebagaimana diatur di 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi tertera dalam Pasal 37D Ayat (1) huruf B, yaitu 
berwenang memberikan izin tertulis penyadapan dalam rangka Komisi 
Pemberantasan Korupsi bertugas. Dewan Pengawas KPK juga harus 
mendapatkan pertanggungjawaban dari Penyelidik maupun Penyidik 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah Penyadapan 
selesai dilakukan. Dewan Pengawas juga berhak memberikan izin 
tertulis kepada KPK dalam proses penyidikan untuk melakukan 
penggeledahan dan penyitaan Penghentian penyidikan maupun 
penuntutan yang dilakukan KPK wajib dilaporkan kepada Dewan 
Pengawas. Dewan Pengawas dalam rangka menjalankan tugas 
menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi 





2. Adapun peran dalam rangka check and balances yang diberikan Dewan 
Pengawas memberikan izin secara tertulis baik 
penyadapan,penggeledahan maupun penyitaan sejauh ini terbukti efektif 
dengan adanya OTT yang dilakukan Pegawai Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang tentunya wajib menggunakan mekanisme penyadapan agar 
mengetahui percakapan maupun transaksi yang diduga merupakan 
tindak pidana korupsi, dari hasil penelitian pada bab terdahulu dapat 
didimpulkan bahwa fungsi Dewan Pengawas KPK dalam menjalankan 
check and balances terbukti efektif dilihat dari pemberian izin 
penyadapan untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) tanpa pandang bulu 
yang terindikasi atau diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi 
dan dalam rangka menjalankan tugasnya mengawasi kode etik pegawai 
KPK terbukti efektif juga dilihat dari pemberian sanksi kepada pegawai 
KPK yang terbukti melanggar kode etik. 
 
B. Saran 
  Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan 
dikemukakan sebagai berikut : 
1. Kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
diharapkan penulis supaya Dewan Pengawas terus konsisten dalam 
menerapkan tugasnya membantu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk 
agar tidak hanya menindak pelaku tindak pidana korupsisaja tetapi 




pandang bulu baik Pejabat tinggi maupun rakyat biasa yang terindikasi 
melakukan tindak pidana korupsi sesuai asas equality before the law atau 
persamaan didalam hukum,kemudian memberikan edukasi terhadap para 
pejabat negara supaya tidak melanggar hukum terutama Korupsi yang 
sudah menjadi extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa di negara 
kita. 
2. Kepada para pembuat undang-undang hendaknya merevisi kembali 
kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi terutama Pasal 3 untuk mengembalikan kedudukan indepensi 
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang independen 
supaya tidak ada pengaruh dari kekuasaan manapun. 
3. Kepada para Akademisi khususnya dibidang hukum untuk lebih 
mensosialisikan atau mengedukasi peran Dewan Pengawas itu sendiri 
sebagai lembaga pengawas dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada 
masyarakat luas. 
4. Kepada Masyarakat hendaknya saling mengawasi dengan melaporkan 
jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan baik 
Pimpinan maupun Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kepada 
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NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari
kolusi, korupsi dan nepotisme;
b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani
perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan
sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna
dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan
penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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d. bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
l0 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan,
perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat
sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
1. Pasal 20 dan Pasal 2l Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20O2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
1O Tahun 2O15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggalti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 1O7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
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UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O15
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi menjadi Undang-Undang (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1O7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5698) diubah sebagai
berikut:
Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang








2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yzrng
menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau
yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan
eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan
Undang-Undang ini.
4. Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi adalah
serangkaian kegiatan untuk mencegah dan
memberantas terjadinya tindak pidana korupsi
melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan
di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan,
merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak
bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel,
komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pErncaran
elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat
elektronik lainnya.
6. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai aparatur
sipil negara.
2.Ketentuan-..




2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 3
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara
dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasa1 5
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi






f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6
Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi
Tindak Pidana Korupsi;
b. koordinasi dengan instansi yang berwenang
melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan instansi yang bertugas melalsanakan pelayanan
publik;
c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan
negara;
d. supervisi . . .




d. supervisi terhadap instansi yang berwenang
melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
Tindak Pidana Korupsi; dan
f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan
terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara
negara;
b. menerima laporan dan menetapkan status
gratifikasi;
c. menyelenggarakan program pendidikan anti
korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
d. merencanakan dan melaksanakan program
sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
e. melakukan kampanye anti korupsi kepada
masyarakat; dan
f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral
dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Dalam . . .




(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan
Korupsi wajib membuat laporan pertanggunglawaban
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang:
a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. meminta informasi tentang kegiatan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada
instansi yang terkait;
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan
dengan instansi yang berwenang dalam melakukan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
e. meminta laporan kepada instansi berwenang







7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang:
a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan
administrasi di semua lembaga negara dan lembaga
pemerintahan;
b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan
lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan
jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem
pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia, dan
Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi
Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan
tidak dilaksanakan.
8. Ketentuan Pasal 1O diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1O
(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan
pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap
instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya
yarrg berkaitan dengan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
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(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.
9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 1OA, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal IOA
(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan
dan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tindak
Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh
kepolisian atau kejaksaan.
(2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana
Korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa
ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan
yang dapat dipertanggungiawabkan;
c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan
untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi
yang sesungguhnya;
d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung
unsur Tindak Pidana Korupsi;
e. hambatan penzrnganan Tindak Pidana Korupsi
karena campur tangan dari pemegang kekuasaan
eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan
kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak
pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik
dan dapat dipertanggungi awabkan.
(3) Dalam . . .




(3) Dafam hal Komisi Pemberantasan Korupsi
mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan,
kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan
tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat
bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama
14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal
permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan membuat dan menandatangani
berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan
kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada
saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil
alih penyidikan dan/ atau penuntutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada
penyidik atau penuntut umum yang menangani
Tindak Pidana Korupsi.
10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana
Korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum,
Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada
kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
Penyelenggara Negara; dan/ atau
b. menyangkut kerugian negara paling sedikit
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
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(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada
kepolisian dan/ atau kejalsaan.
(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi
terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau
penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
(1) Dalarn melaksanakan tugas penyelidikan dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
hurrf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang
melakukan penyadapan.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang:
a. memerintahkan kepada instansi yang terkait
untuk melarang seseorang bepergian ke luar
negeri;
b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga
keuangan lainnya tentang keadaan keuangan
tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
c. memerintahkan kepada bank atau lembaga
keuangan lainnya untuk memblokir rekening
yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka,
terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan
tersangka untuk memberhentikan sementara
tersangka dari jabatannya;
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e. meminta data kekayaan dan data perpajakan
tersangka atau terdakwa kepada instansi yang
terkait;
f. menghentikan sementara suatu transaksi
keuangan, transaksi perdagangan, dan
perjanjian lainnya atau pencabutan sementara
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan
atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada
hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi
yang sedang diperiksa;
g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau
instansi penegak hukum negara lain untuk
melakukan pencarian, penangkapan, dan
penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain
yang terkait untuk melakukan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang sedang ditangani.
12. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat)
pasal, yakni Pasal 12A, Pasal l2B, Pasal 12C, dan
Pasal 12D yang berbunyi 56!agai berikut:
Pasal 12A
Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi
Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin
tertulis dari Dewan Pengawas.
(21 Untuk mendapatkan iri11 5slagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan
secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi.
(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis
terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 paling lama I x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
(4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang
1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
Pasal 12C
(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang
sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi secara berkala.
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus
dipertanggungiawabkan kepada Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling




Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan






(21 Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengal Tindak
Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi
Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan
seketika.
(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang
yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi
hukuman pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan
penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang
diperlukan dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai
dengan isi dari penetapan hakim atau putusan
pengadilan.
14. Pasal 14 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15
Komisi Pemberantasan Korupsi berkewaj iban:
a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau
pelapor yang menyampaikan laporan ataupun
memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak
Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;





b. memberikan informasi kepada masyarakat yang
memerlukan atau memberikan bantuan untuk
memperoleh data yang berkaitan dengan hasil
penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang
ditanganinya;
c. men)rusun laporan tahunan dan menyampaikannya
kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Ralryat Republik Indonesia, dan Badan
Pemeriksa Keuangan;
d. menegakkan sumpah jabatan;
e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan
wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5; dan
f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi.
16. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di
ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah
kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik
Indonesia.
(2) Dihapus.
17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 21
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang
terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
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(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-
masing merangkap anggota.
(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pejabat negara.
(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif
kolegial.
18. Pasal 22 dihapus.
19. Pasal 23 dihapus.
2O. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 24
(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (ll
huruf c merupakan warga negara Indonesia yang
karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada
Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan
anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29
Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang
memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15
(lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi,
keuangan, atau perbankan;
e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan
paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada
proses pemilihan;
f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi,
dan memiliki reputasi yang baik;
h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
i. melepaskan jabatan struktural dan /atau jabatan
lainnya selama menjadi anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi;
j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi
anggota Komisi Pemberantasan Kompsi; dan
k. mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah
menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32
(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti
atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatannya;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak
pidana kejahatan;
e. berhalangan tetap atau secara terus-menerus
selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat
melaksanakan tugasnya;
f. mengundurkan diri; atau
g. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
(21 Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
menjadi tersangka tindak pidana kejahatan,
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
diberhentikan sementara dari jabatannya.
(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f, dilarang untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak tanggal pengunduran dirinya
menduduki jabatan publik.
(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat.(2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.





23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33
(1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik
Indonesia mengajukan calon anggota pengganti
kepada Dewan Perwakilan Ralcyat Republik
Indonesia.
(21 Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan
Perwakilan Ralcyat Republik Indonesia sepanjang
masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Pasal 29.
(3) Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang digantikan.
24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37
Ketentuan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 36
berlaku juga untuk Pggawai Komisi Pemberantasan
Korupsi.
25. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan I (satu) bab yakni
Bab VA yang berbunyi sebagai berikut:
BAB VA
DEWAN PENGAWAS
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26. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal,
yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E,
Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi seb,Bar berikut:
Pasal 37A
(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan
wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 1 ayat (1) huruf a.
(21 Anggota Dewan Pengawas berjurnlah 5 (lima) orang.
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pa.da
ayat (21 memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya
untuk I (satu) kati masa jabatan.
Pasal 37B
(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang
Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. memberikan izin ata.u tidak memberikan bin
Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan
Pegawai Komisi Pemberantasar Korupsi;
d. menerima dan laporan dari
masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran
kode etjk oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan
dalam Undang-Undang ini;
e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya
dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala
1 (satu) kali dalam I (sahr) tahun.
(2) Dewan . . .




(21 Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan
tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
(3) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia
dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 37C
(1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378
membentuk organ pelaksana pengawas.
(21 Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Pasal 37D
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehatjasmani dan rohani;
d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
e. berkelakuan baik;
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun;
g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata
satu);





i. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
politik;
j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi
anggota Dewan Pengawas; dan
1. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan
setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 37E
(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan
oleh Presiden Republik Indonesia.
(21 Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Presiden Republik Indonesia membentuk panitia
seleksi.
(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur
masyarakat.
(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
calon.
penerlmaan
(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat
belas) hari kerja secara terus menerus.
(6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat
untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
l7l Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
(8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
(9) Dalam . . .




(9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar
nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik
Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana
dimalsud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.
(10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan
anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
selesai dilaksanakan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 37F
(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau
diberhentikan, apabila:
a. meninggal dunia;
b. beralhir masa jabatannya;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan;
e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
secara tertulis; dan/ atau
f. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga)
bulan secara berturut- turut.
(21 Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas
menjadi tersangka tindak pidana, ketua dan anggota
Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari
jabatannya.





(3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak tanggal pengunduran dirinya
menduduki jabatan publik.
(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik
Indonesia.
Pasal 37G
(1) Sebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota
Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji
menurut agamanya di hadapan Presiden Republik
Indonesia.
(21 Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan
bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2).
27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 38
Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-
undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana
berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut
umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali
ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.
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28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan
penyidikan dan penuntutan terhadap perkara
Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan
penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun.
(21 Penghentian penyidikan dan penuntutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat
1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya
surat perintah penghentian penyidikan dan
penuntutan.
(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
kepada publik.
(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut
oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
apabila ditemukan bulrti baru yang dapat
membatalkan alasan penghentian penyidikan dan
penuntutan, atau berdasarkan putusan
praperadilan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan.
29. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 43
(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat
berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi
pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi
Pemberantasan Korupsi.





(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
30. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan I (satu) pasal,
yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43A
(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah Sl (sarjana strata
satu) atau yang setara;
b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang
penyelidikan;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang
tinggr.
(21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/ atau
kejaksaan.
(3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
dari jabatannya apabila:
a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan
hukum; atau
c. permintaan sendiri secara tertulis.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi.
31. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45
(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat
berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai
negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang, dan penyelidik Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(21 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 wajib tunduk pada mekanisme penyidikan
yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara
pidana.
l4l Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 wajib mempunyai standar kompetensi yang
sama.
32. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45A
(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. paling rendah 51 (sarjana strata
satu) atau yang setara;
b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang
penyidikan;
c. sehat . . .




c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang
tinggi.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi beke{a sama dengan kepolisian dan/atau
kejalsaan.
(3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
dari jabatannya karena:
a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan
hukum; atau
c. permintaan sendiri secara tertulis.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46
Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sej ak tanggal
penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan
berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
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34. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 47
(1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan
penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari
Dewan Pengawas.
(21 Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis
atau tidak memberikan izin tertulis terhadap
pennintaan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam sejak permintaan izin diajukan.
(3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimala
dimaksud pada ayat (l) wajib membuat berita acara
penggeledahan dan penyitaan pada hari
penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:
a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda
berharga lain yang digeledah dan disita;
b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan,
dan tahun dilakukan penggeledahan dan
penyitaan;
c. keterangan mengenai pemilik atau yang
menguasai barang atau benda berharga lain
tersebut;
d. tanda tangan dan identitas penyidik yang
melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau
orang yang menguasai barang tersebut.
(41 Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada tersangka atau keluarganya.
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35. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 47 A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47A
(1) Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan
pelelangan.
(2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
36. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat)
pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 698, Pasal 69C, dan
Pasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69A
(l) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama
kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden
Republik Indonesia.
l2l Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas
pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat
dan yang telah berpengalaman paling sedikit
15 (lima belas) tahun.
(3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa
jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3).





(41 Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai
dengan tahun 2O23.
Pasal 69B
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai
aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur
sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
berlaku bagr penyelidik atau penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan
lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan
penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 69C
Pada saat Urrdang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus
sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka
waktu paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi
pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.






Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas
dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-
Undang ini diubah.
37. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 7OA, Pasal 7OB, dan Pasal 7OC, yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7OA
Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7OB
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengan
Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 70C
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak
Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai
harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini.
Pasa1 II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam kmbaran Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal l7 Oktober 2O19




Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5)
IJndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 197
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ti Bidang Hukum dan
dang-undangan,









PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
I. UMUM
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah mehras dalam maq,arakat.
Perkembangannya terus meninglat dari tahun ke tahrm, baik dari jumlah
kasus yang tet'adi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi
kualitas tindak pidana yang dilalrukan semakin sistematis serta lingkupnya
yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyara-kat.
Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan
mernbawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional
tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pa.da umumnya. Tindak
Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu
semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolonglran sebagai kejahatan
biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam
upa,ya pemberantasannya tidak lagi dapat dilalrukan secara biasa, tetapi
dituntut cara-cara yang luar biasa.
Datam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta
berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Fasal 43 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
badan ldrusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan
I(orupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ifumisi Pemberantasan
Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang tugas dan
wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Femberantasan l(orupsi
dirasakn kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum,
@adinya pelangaran kode etik oleh pimpinan dan staf l(omisi Pernberantasan
I(orupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenans yakni
adanya pelaksanaan tugas dan ke{,enangan Komisi Fernberantasan Korupsi yang
berbda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan
sesanra aparat penegak hukum, problem Fenyadapan, pengelolaan penyidik dan
penyelidik yang kurang terkoodinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan
berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lernbaga
pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan hryas dan wewenang Komisi
Femberantasan I(orupsi sehinga memungkinkan terdapat cela dan kurang
akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana
korupsi oleh I(omisi Fernberantasan I(orupsi.
Untuk itu dilakukan pernbaruan hukum agar pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi berlalan secara efektif dan terpadu
sehinga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus btambah
akibat tindak pidana korupsi. nenguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
kegatan pencegahan but<an berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana
korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan
Komisi Femberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
semakin baik dan komprehensif. Fembaruan hukum juga dilakukan dengan
menata kelembagaan l(omisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan
pencegahan seninga timbul kesadaran kepada penyelenggar.'a negara dan
masyaratrat unhrk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugilran
keuangan negara
I(ernrdian penataan kelembagaan Komisi Femberantasan Korupsi
dilaksanakan sejalan dengan R.rhrsan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-
)<V l20l7. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Femberantasan Korupsi merupakan
bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pernberantasan I(orupsi
ternasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pernerintah
(rWrt@. FIaI ini dirnaksudkan agar kedudukan I(omisi
Femberantasan I(orupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merrjadi jelas,
yaitu sebagai bagian dari pelal<sana kekuasaan pernerintahan le:tmttirc paunl.





Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini,
diharapkan dapat:
a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan
aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian
dan/atau kejaksaan melakukan upa.ya terpa.du dan terstnrkhrr dalam
pencegahan dan pemberantasan korupsi.
b. Menyusr:n jaringan ke4a (retuorkingl yang kuat dan
institusi yang telah ada sebagai "@untetpartnEr" ya;rrg kondusif sehingga
pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif,
efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diah:r
dalam peraturan penrndang-undangan;
c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan
hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
d. Melakukan ke{asama, supervisi dan memantau instihrsi yang telah ada









Yang dimaksud dengan ulembaga nqarzl'adalah lembaga
negara yang bersifat sebagai stne atxiliarg agqry yarrg
masuk dalam rumpun eksekutif.























Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ukekuasaan
manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi
tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau
anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif,
yudikatif, legslatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan
perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi
































Izin terhrlis diqiukan setelah dilalrukan





























Hukuman pidana dijatuhkan termasuk narnun
tidak terbatas terhadap hasil penyadapan Komisi











































Yang dimaksud dengan "perbuatan tercela"
adalah perbuatan yang dapat merendahkan
























Huruf d. . .
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